
BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 127 TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI  SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (2)
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Sumedang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor  6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor  6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4999);

SALINAN



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009
Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2012  Nomor 13);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun
2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBINAAN,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.



3. Bupati adalah Bupati Sumedang.

5. Dinas adalah Dinas yang berwenang dalam pengelolaan pajak daerah.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang berwenang dalam pengelolaan
pajak daerah.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

8. Pembinaan atas pengelolaan pendapatan daerah adalah upaya yang
dilakukan oleh Kepala Dinas dan para Pejabat untuk mewujudkan
tercapainya tujuan pengelolaan pendapatan daerah.

9. Pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah adalah proses
kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan
pendapatan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pengendalian atas pengelolaan pendapatan daerah adalah proses yang
dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai
pencapaian tujuan dalam pengelolaan pendapatan daerah yang efektif
dan efisien serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat.

13. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan
Pajak.

14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan perpajakan daerah.

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib
pajak serta pengawasan penyetorannya.

16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga)
bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun kalender.

18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun
Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
perpajakan daerah.



BAB II
WEWENANG, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1) Kepala Dinas berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian pajak daerah.

(2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Dinas membentuk tim pembinaan, pengawasan dan pengendalian pajak
daerah.

(3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pajak daerah bertujuan
untuk melaksanakan kebijakan daerah, koordinasi, konsultansi,
pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pajak daerah, pendidikan
dan latihan dan peningkatan kinerja pegawai pengelola pajak daerah.

(4) Sasaran pembinaan, pengawasan dan pengendalian pajak daerah adalah
untuk meningkatkan kinerja pegawai pemungut pajak daerah,
transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah.

BAB III
PEMBINAAN

Pasal 3

(1) Ruang lingkup pembinaan meliputi pelaksanaan kebijakan daerah,
koordinasi, pemberian pedoman, bimbingan, konsultansi, dan
pendidikan dan latihan serta peningkatan kinerja pegawai.

(2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
perencanaan dan penyusunan pengelolaan pendapatan daerah,
pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pemantauan dan
evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah.

(3) Pemberian bimbingan dan konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencakup perencanaan dan penyusunan pengelolaan pendapatan
daerah, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban,
pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan pendapatan
daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu
kepada pegawai pengelola pendapatan, satuan kerja perangkat daerah
pengelola pendapatan, instansi vertikal, satuan kerja perangkat daerah
terkait dan wajib pajak.

(4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada pengelola
pendapatan daerah.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 4

(1) Kepala Dinas dan Pejabat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
pengelolaan dan pemungutan pajak daerah.



(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan
tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian
sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

(3) Aparat pengawas intern pengelola pendapatan daerah melakukan
pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui:
a. pemeriksaan dalam rangka optimalisasi pengelolaan pendapatan

daerah;
b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan

terpadu;
c. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu

terhadap pengelola pendapatan;
d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi

terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan

program dan kegiatan;
f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan pendapatan

daerah; dan
g. pemasangan alat monitor transaksi.

(4) Pengawasan pengelolaan pendapatan daerah berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGENDALIAN

Pasal 5

(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan pendapatan daerah, Kepala Dinas mengatur dan
menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan Dinas.

(2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai
mengenai pencapaian tujuan Dinas dalam pengelolaan pendapatan
daerah yang efektif dan efisien serta dipatuhinya peraturan perundang-
undangan.

(3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-
kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;
b. terselenggaranya penilaian risiko;
c. terselenggaranya aktivitas pengendalian;
d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan
e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.

(4) Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2015

WAKIL BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 127

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumedang.


